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BUPATI GORONTALO 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN BUPATI GORONTALO 

NOMOR 55 TAHUN 2020 

TENTANG 

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, TATA HUBUNGAN 

KERJA DAN STANDAR KOMPETENSI STAF KHUSUS KEPALA DAERAH 

Menimbang 2 Gs 

b. 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GORONTALO, 

bahwa sesuai pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana ciubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015, 

dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan 

inovasi dalam bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah: 

bahwa sesuai pasal 246 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana dirubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015, atas 

kuasa peraturan perundang-undangan-undangan, Kepala 

Daerah menetapkan Perkada, 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, 

Tugas dan Fungsi, Tata Hubungan Kerja dan Standar 

Kompetensi Staf Khusus Kepala Daerah,



Mengingat 

S
 

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomer 74, Tambahan Lemharin Negara Republik 

Indonesia Nomor 1822): 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Dapat banana baba aan aa Psebenhesma Narmneot 

Nomor 45 Tahun 24019 Tentauy Perubahan Atas Undang- 

Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 

Peraturan  Perundang-Undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183: Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398), 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679), 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor SeL1 

Pn Pora Merta IL (rara UG tentang 

Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Paha TATO Norman 8 Lambat lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3147: 

Peraturan Pemerintah Nomor !8 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lermbaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887), Sebagaimana Telah 

diubah Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

  

         



MENETAPKAN 

na 

Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Peruhahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor IS ambahan kembka monate Kepubhk Indonesia 

Nomor o4O2) 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 

2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Mama 2026) sebagaimana telah diubah Perahuran Menter: 

Dalam Negeri Republik Indonesia N amor 120 Tahun 2018 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk 

/ 

Hukum Daerah (Berita negars repubhk Indonesia tahun 

2018 nomor 157), 

MEMUTUSKAN 

. PFEMRENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, TATA 

HUBUNGAN KERJA DAN STANDAR KOMPETENSI STAF 

gita KIS BA LA parts Aga 
LUSA KEPALA WA bBAH. Pai 

BAB ! 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

| 

2. 

Daerah adalah Kabupaten Gorentala. 

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom 
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Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban 

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri 

Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo. 

Staf Khusus Kepala Daerah yang selanjutnya disebut staf 

khusus aaalah pembantu Kepala Dacrah yang mempunyai 

tugas khusus memberikan layanan koordinasi fungsional, 

administratif operasional, dan/atau taktis operasional. 

Tata Hubungan Kerja adalah pengaturan hubungan kerja 

antara siaf khusus dengan perangkat daerah dan unit- 

unit kerja lainnya dalam bentuk koordinasi fungsional, 

adriristratif operasional, dan/atau taktis operasional. 

Studio Kompetensi adalah cekdndi busa kemampuan 

Jar karakteristik tentang kuahlikase kompetensi yang 

diperlukan bagi seorang Sial Khusus cuntuk aneclaksanakan 

tugas. 

BAB II 

PEMBENTUKAN 

Pasal 2 

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Staf Khusus Kepala 

Daerah. 

Kepala daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu 

oleh staf khusus. 

Staf khusus berasal dari berbagai latar belakang 

pendidikan, profesi dan tidak berasal dari Aparatur Sipil 

Negara yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala 

daerah. 

Sta! khusus bukan merupakan jabatan dalam perangkat 

daerah. 
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Staf khusus berada dibawah dan bertanggung jawab 

langsung kepada kepala daerah. 

Pengangkatan staf khusus memperhatikan pengalaman 

dan pengayaan dalam kecakapan, kapasitas, kompetensi 

serta keahlian di bidang tertentu yang ditentukan oleh 

kepala daerah. 

Itaf khusus kepala daerah terbagi kedalam bidang: 

Agrokompleks, 

Litigasi dan Non Litigasi, 

Hubungan Kelembagaan Pemerintahan dan Komunikasi 

Politik, 

Hubungan Kelembagaan Daerah, Pusat dan Luar Negeri, 

Sejarah, Sosial, dan Budava, 

Lingkungan, Perubahan Iklim, dan mitigasi bencana: 

1 i , 
: is daa i 

BKO Reni H 

Doang Phntes da ang Pori BA 
1 UNA npu ii PG Pe ai basa Soda ag 

Penanganan Sosial, 

Pengembangan Kepariwisataan Dan Bahasa Asing. 

Investasi 

BAB V 

TUGAS DAN FUNGSI 

Pasal! 5 

Staf khusus bidang agrokompleks mempunyai tugas 

membantu kepala darrah dalam penyiapan administrasi, 

data da dok amswanaskat oo kian, anahsis, 

pendampingan dar memberikan pertimbangan kepada 

kepala daerah dalam bidang agrokompleks. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

pasal ayat (1), staf khusus bidang agrokompleks, 

menyelenggarakan fungsi: 
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(3) 

(4) 
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a. menyiapkan materi, bahan, data dan dokumen atas 

persoalan atau permasalahan, 

b. mengkoordinasikan penyusunan dan perumusan 

kebijakan kepala daerah, 

c. memberikan informasi secara menyeluruh atas 

berbagai kebijakan kepala daerah, 

d. mengkoordinasikan dan menyiapkan data dan 

dokumen yang dibutuhkan kepala daerah, 

e. menginformasikan berbagai kebijakan kepala daerah 

yang menjadi persoalan atau permasalahan publik, 

f. menginformasikan berbagai kebijakan kepala daerah 

yang menjadi persoalan atau permasalahan keberbagai 

lembaga pemerintahan dan politik serta masyarakat 

umumnya, 

g. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diperintahkan 

kepala daerah. 

Dalam melaksanakan Tugas Dan Fungsi staf khusus 

bidang agrokompleks berkoordinasi dengan perangkat 

daerah. 

Perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) 

terdiri dari : 

a. Dinas Pertanian 

b. Dinas Peternakan Dan Keswan 

Dinas Perikanan 

a
p
 

Dinas Ketahanan Pangan 

Pasal 6 

Staf khusus bidang Litigasi dan Non Litigasi mempunyai 

tugas membantu kepala daerah dalam penyiapan 

administrasi, data dan dokumen, merumuskan kajian, 

analisis, pendampingan dan memberikan pertimbangan 

kepada kepala daerah dalam hidang Litigasi dan Non 

Litigasi. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

pasal ayat (1), staf khusus bidang Litigasi dan Non Litigasi, 

menyelenggarakan fungsi: 
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a. menyiapkan materi, bahan, data dan dokumen atas 

persoalan atau permasalahan, 

b. mengkoordinasikan penyusunan dan perumusan 

kebijakan kepala daerah: 

c. memberikan formasi secara menyeluruh atas 

berbagai kebijakan kepala daerah 

d. mengkoordinasikan dan menyiapkan data dan 

dokumen vang dibutuhkan kepala daerah, 

e. menginformasikan berbagai kebijakan kepala daerah 

yang menjadi persoalan atau permasalahan publik, 

f. menginformasikan berbagai kebijakan kepala daerah 

yang menjadi persoalan atau permasalahan keberbagai 

lembaga pemerintahan dan politik serta masyarakat 

imumnya, 

g. melaksanakan tugas-tugas lainya yang diperintahkan 

kenala daerah 

Dadan melaksanakan cugas dan fungsi stadi khusus bidang 

litigasi dan non Iugasi berkoordinasi dengan perangkat 

daerah. 

Perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) 

terdin dan : 

Inspektorat 

b. Satuan Polisi Pamong Praja 

Cc. Bagian Hukum Sekretariat Daerah 

Pebasatsa Iildas Kbeanan eoteen bbaaan pemerinfahan 

dan komunikasi polluk mempunyu tugas membantu 

kepala daerah dalam penyiapan administrasi, data dan 

dokumen, merumuskan kajian, analisis, pendampingan 

dan memberikan pertimbangan kepada kepala daerah 

dalam bidang hubungan kelembagaan pemerintahan dan 

komunikasi politik. 

pa member nneknakwusag Kentot 

| sekpa |wagup 
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

pasal ayat (1), staf khusus bidang hubungan kelembagaan 

pemerintahan dan komunikasi politik, menyelenggarakan 

fungsi: 

a. menyiapkan materi, bahan, data dan dokumen atas 

persoalan atau permasalahan, 

b. mengkoordinasikan penyusunan dan perumusan 

Parade 

  

Cc. memberikan niormasi secara menyeluruh atas 

berbagai kebijakan kepala daerah, 

d. mengkoordinasikan dan menyiapkan data dan 

dokumen yang dibutuhkan kepala daerah, 

e. menginformasikan berbagai kebijakan kepala daerah 

yang menjadi persoalan atau permasalahan publik, 

f menginformasikan berbagai kebijakan kepala daerah 

yang menjadi persoalan atau permasalahan keberbagai 

lembaga pemerintahan dan politik serta masyarakat 

PETA THE 

etaksanakan Ginosctuges bena yang diperintahkan 

kepala daerah. 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Staf khusus bidang 

Hubungan kelembagaan pemerintahan dan komunikasi 

politik berkoordinasi dengan perangkat daerah. 

Perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) 

terdiri dari : 

a, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 

b. Sekretariat DPRD 

Cc. Baman Pemenntahan Sekretanat Hacrah 

Gd. Haman Oreniisasi Reformasi Brrokrasi Sekretariat 

. 0. 
Daerah 

e. Bagian Kehumasan Dan Protokolan Sekretariat 

Daerah 

Pasal 8 

Staf khusus bidang kelembagaan daerah, pusat dan luar 

negeri mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam 

penyiapan administrasi, data dan dokumen, merumuskan 
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kajian, analisis, pendampingan dan memberikan 

pertimbangan kepada kepala daerah dalam bidang 

kelembagaan daerah, pusat dan luar negeri. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

pasal ayat (1), staf khusus bidang kelembagaan daerah, 

pusat dan luar negeri, menyelenggarakan fungsi: 

a. menyiapkan materi, bahan, data dan dokumen atas 

persoalan atau permasalahan, 

b. mengkoordinasikan penyusunan dan perumusan 

kebijakan kepala daerah, 

c. memberikan informasi secara menyeluruh atas 

berbagai kebijakan kepala daerah, 

d. mengkoordinasikan dan menyiapkan data dan 

dokumen yang dibutuhkan kepala daerah, 

e. menginformasikan berbagai kebijakan kepala daerah 

yang menjadi persoalan atau permasalahan publik, 

f. menginformasikan berbagai kebijakan kepala daerah 

yang menjadi persoalan atau permasalahan keberbagai   lembaga pemerintahan dan politik serta masyarakat 

umumnya, 

g. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diperintahkan 

kepala daerah. 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi staf khusus bidang 

kelembagaan daerah, pusat dan luar negeri berkoordinasi 

dengan perangkat daerah. 

Perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) 

terdiri dari : 

a. Badan Penelitian Dan Pengembangan 

b. Badan Perencanaan 

c. Bagian administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah 

” Pasal 9 

Staf khusus bidang Sejarah, Sosial, dan Budaya 

mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam 

penyiapan administrasi, data dan dokumen, merumuskan 

kajian, analisis, pendampingan dan memberikan 
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pertimbangan kepada kepala daerah dalam bidang 

sejarah, sosial, dan budaya. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

pasal ayat (1), staf khusus bidang Sejarah, sosial, dan 

budaya, menyelunuparakun INgSE 

Ho menylankai antena baba, Bat kaan dokumen atas 

persoalan atau permasalahan, 

b. mengkoordinasikan penyusunan dan perumusan 

kebijakan kepala daerah, 

c. memberikan informasi secara menyeluruh atas 

berbagai kebijakan kepala daerah, 

d. mengkoordinasikan dan menyiapkan data dan 

dokumen yang dibutuhkan kepala daerah, 

e. menginformasikan berbagai kebijakan kepala daerah 

yang menjadi persoalan atau permasalahan publik, 

$ menginformasikan berbagai kebijakan kepala daerah 

ag ngan ne yee 033 On aa ba ben n ae omi 

Ph ah HIKS ta PK Desa ata Me Pemda ii Kb Ka IA ga 

lembaga pemerimkahan Gan boliik serta masyarakat 

umumnya, 

g. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diperintahkan 

kepala daerah. 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi staf khusus bidang 

sejarah, sosial, dan budaya berkoordinasi dengan 

Perangkat daerah. 

Perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) 

terdia dari : 

rx 1. . x- : ra . - ( te aa Haa Pa pa 

IMA KO Peka PBB aa Me luuaVvadanh 

pn Pn. NA na Pn naa 

ha. Dinas Perpustakaan Da Arsip 

c. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah 

Pasal 10 

Staf khusus bidang lingkungan, perubahan iklim, dan 

mitigasi bencana mempunyai tugas membantu kepala 

daerah dalam penyiapan administrasi, data dan dokumen, 

merumuskan kajian, analisis, pendampingan dan 

21 

memeberikan peran kepada kepala dacrah dalam    
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bidang lingkungan, perubahan iklim, dan mitigasi 

bencana. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

pasal ayat (1), staf khusus bidang lingkungan, perubahan 

iklim, dan mitigasi bencana, menyelenggarakan fungsi: 

a. menyiapkan materi, bahan, data dan dokumen atas 

persoalan atau permasalahan, 

23 Dengkouru asasi pet ab dan pErLinusSan 

  

kehiakan kesat Rasuah: 

Cc. memberikan informasi secara menyeluruh atas 

berbagai kebijakan kepala daerah, 

d. mengkoordinasikan dan menyiapkan data dan 

dokumen yang dibutuhkan kepala daerah, 

e. menginformasikan berbagai kebijakan kepala daerah 

yang menjadi persoalan atau permasalahan publik, 

(menginformasikan berbagai kebijakan kepala daerah 

yang menjadi persoalan atau permasalahan keberbagai 

lembaga pemenstahan dan pohtik serta masyarakat 

umumnya, 

4. melaksanakan tugas-tugas tainnya yang diperintahkan 

kepala daerah. 

Dalam melaksanakan tusas dan fino saraf khusus bidang 

lingkungan, perubahan iklim, dan mitigasi bencana 

berkoordinasi dengan perangkat daerah. 

Perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) 

terdiri dari : 

a. Dinas Lingkungan Hidup Dan SDA 

b. Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman 

Dinas PU dan Penataan Ruang 5 

dd. Radan Penanggulangan Bencana Lawrah 

Pasal !1 

Staf khusus bidang Pendidikan dan lapangan Kerja 

mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam 

penyiapan administrasi, data dan dokumen, merumuskan 

kajian, analisis, pendampingan dan memberikan 

  

SEKDA |WABUP 

X 
    

        
  

  

 



(1) 

319. 

pertimbangan kepada kepala daerah dalam bidang 

pendidikan dan lapangan kerja. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

pasal ayat (1), staf khusus bidang Pendidikan dan 

lapangan Kerja, menyelenggarakan fungsi: 

a. menyiapkan materi, bahan, data dan dokumen atas 

persoalan atau permasalahan, 

b. mengkoordinasikan penyusunan dan perumusan 

kebijakan kepala daerah, 

c. memberikan informasi secara menyeluruh atas 

berbagai kebijakan kepala daerah: 

d. mengkoordinasikan dan menyiapkan data dan 

dokumen yang dibutuhkan kepala daerah: 

ce. menginformasikan berbagai kebijakan kepala daerah 

yang menjadi persoalan atau permasalahan publik, 

f. menginformasikan berbagai kebijakan kepala daerah 

yang menjadi persoalan atau permasalahan keberbagai 

lembaga pemerintahan dan politik serta masyarakat 

umumnya, 

g. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diperintahkan 

kepala daerah. 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi staf khusus bidang 

pendidikan dan lapangan kerja berkoordinasi dengan 

perangkat daerah. 

Perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) 

terdiri dari : 

a. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 

b. Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi 

c. Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan 

Pasal 12 

Staf khusus hidang ekonomi kreatif kerakyatan 

mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam 

penyiapan administrasi, data dan dokumen, merumuskan 

kajian, analisis, pendampingan dan memberikan 
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pertimbangan kepada Kepala Daerah dalam bidang 

ekonomi kreatif kerakyatan. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

pasal ayat (1), staf khusus bidang ekonomi kreatif 

kerakyatan, menyelenggarakan fungsi: 

a. menyiapkan materi, bahan, data dan dokumen atas 

persoalan atau permasalahan, 

b. mengkoordinasikan penyusunan dan perumusan 

kebijakan kepala daerah, 

c. memberikan informasi secara menyeluruh atas 

berbagai kebijakan kepala daerah, 

d. mengkoordinasikan dan menyiapkan data dan 

dokumen yang dibutuhkan kepala daerah, 

e. menginformasikan berbagai kebijakan kepala daerah 

yang menjadi persoalan atau permasalahan publik, 

f. menginformasikan berbagai kebijakan kepala daerah 

yang menjadi persoalan atau permasalahan keberbagai 

lembaga pemerintahan dan politik serta masyarakat 

umumnya, 

g. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diperintahkan 

kepala daerah. 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi staf khusus bidang 

ekonomi kreatif kerakyatan berkoordinasi dengan 

Perangkat daerah. 

Perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) 

terdiri dari : 

a. Dinas PTSP 

b. Dinas Koperasi UMKM 

c. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

d. Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa 

e. Badan Keuangan 

Pasal 13 

Staf khusus bidang penanganan potensi pemuda dan 

olahraga mempunyai tugas membantu kepala daerah 

dalam penyiapan administrasi, data dan dokumen, 

| Kakan |swpo| ass T sekoa Twapur| 
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Ad. 

merumuskan kajian, analisis, pendampingan dan 

memberikan pertimbangan kepada kepala daerah dalam 

bidang penanganan potensi pemuda dan olahraga. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

pasal ayat (1), staf khusus bidang penanganan potensi 

pemuda dan olahraga, menyelenggarakan fungsi: 

a. menyiapkan materi, bahan, data dan dokumen atas 

persoalan atau permasalahan: 

kena ita bai uh ata pa SAN 

tax » yaa : , & 

Nabi KI KU Da aa Ud 

S memberikan informasi secara menyeluruh atas 

berbagai kebijakan kepala daerah, 

d. mengkoordinasikan dan menyiapkan data dan 

dokumen yang dibutuhkan kepala daerah, 

e. menginformasikan berbagai kebijakan kepala daerah 

yang menjadi persoalan atau permasalahan publik, 

f. menginformasikan berbagai kebijakan kepala daerah 

yang menjadi persoalan atau permasalahan keberbagai 

lembaga pemerintahan dan politik serta masyarakat 

pen TE 

Bni KS aa patas peran Kipas aa ati 

kepala daerah. 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi staf khusus bidang 

penanganan potensi pemuda dan olahraga berkoordinasi 

dengan perangkat daerah. 

Perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) 

a. Dinas Kepemudaan Pariwisata Dan Kebudayaan 

bh, Dinas Kesehatan 

c. Dinas Pemberdayaan Perempouan Dan Perlindungan 

Anak 

Pasal 14 

Staf khusus bidang penanganan sosial mempunyai tugas 

membantu kepala daerah dalam penyiapan administrasi, 

data dan dokumen, merumuskan kajian, analisis, 
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pendampingan dan memberikan pertimbangan kepada 

Kepala Daerah dalam bidang penanganan sosial. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

pasal ayat (1), staf khusus bidang penanganan sosial, 

menyelenggarakan fungsi: 

a. menyiapkan materi, bahan, data dan dokumen atas 

persoalan atau permasalahan, 

b. mengkoordinasikan penyusunan dan perumusan 

kebijakan kepala daerah: 

c. memberikan informasi secara menyeluruh atas 

berbagai kebijakan kepala daerah, 

d. mengkoordinasikan dan menyiapkan data dan 

dokumen yang dibutuhkan kepala daerah: 

c. menginformasikan berbagai kebijakan kepala daerah 

yang menjadi persoalan atau permasalahan publik,   f. menginformasikan berbagai kebijakan kepala daerah 

yang menjadi persoalan atau permasalahan keberbagai 

lembaga pemerintahan dan politik serta masyarakat 

umumnya, 

g. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diperintahkan 

kepala daerah. 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi staf khusus bidang 

penanganan sosial berkoordinasi dengan perangkat 

daerah. 

Perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) 

terdiri dari : 

a. Dinas Sosial 

b. Dinas Kependudukan dan catatan Sipil 

c. Dinas Pemberdayaan Dan Masyarakat Desa 

Pasal 15 

Staf khusus bidang pengembangan kepariwisataan dan 

bahasa asing mempunyai tugas membantu kepala daerah 

dalam penyiapan administrasi, data dan dokumen, 

merumuskan kajian, analisis, pendampingan dan 
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memberikar pertimbangan kepada kepala daerah dalam 

bidang pengembangan kepariwisataan dan bahasa asing. 

Untuk melaksanakan tugas sebagarmana dimaksud pada 

pasal ayat (lh staf khusus biaang pengembangan 

kepariwisataan dan bahasa asing, menyelenggarakan 

fungsi: 

4. menyiapkan materi bahan, dala Gan dokumen atas 

persoalan atan permemalaban) 

menpkoordimasi na pen aan ja perpintuisan 

sebyjakan kepasa daerah, 

c. memberikan informasi secara menyeluruh atas 

berbagai kebijakan kepala daerah, 

d. mengkoordinasikan dan menyiapkan data dan 

dokumen yang dibutuhkan kepala daerah, 

merutnformasihsan bee bana Kebangsaan kepula daerah 

Verb INErnak hi pe SGu ti abadi periasetahan publik: 
ts J : i t , 

f menginformasikan berbagai kebijakan kepala daerah 

yang menjadi persoalan atau permasalahan keberbagai 

lembaga pemerintahan dan pohtik serta masyarakat 

imumnya: 

melaksunakan tugas utas tabanya watu tipemntahkan 

kepala daerah. 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi staf khusus bidang 

pengembangan kepariwisataan dan bahasa asing 

berkoordinasi dengan perangkat daerah 

Dpeoobat daerah mete nana diaseksud dalam ayat (3) Ltd 

Pasal 16 

Staf khusus bidang investasi mempunyai tugas membantu 

kepala daerah dalam penyiapan administrasi, data dan 

dokumen, merumuskan kajian, analisis, pendampingan 

dan memberikan pertimbangan kepada kepala daerah 

dalam bidang Investasi 
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

pasal ayat (1), staf khusus bidang investasi, 

menyelenggarakan fungsi: 

a. menyiapkan materi, bahan, data dan dokumen atas 

persoalan atau permasalahan, 

b. mengkoordinasikan penyusunan dan perumusan 

kebijakan kepala daerah, 

c. memberikan informasi secara rnenyeluruh atas 

berbagai kebijakan kepala daerah: 

d. mengkoordinasikan dan menyiapkan data dan 

dokumen yang dibutuhkan kepala daerah, 

e. menginformasikan berbagai kebijakan kepala daerah 

yang menjadi persoalan atau permasalahan publik: 

f. menginformasikan berbagai kebijakan kepala daerah 

yang menjadi persoalan atau permasalahan keberbagai 

lembaga pemerintahan dan politik serta masyarakat 

umumnya, 

g. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diperintahkan 

kepala daerah. 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi staf khusus bidang 

investasi berkoordinasi dengan perangkat daerah. 

Perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) 

terdiri dari : 

a. Dinas Komunikasi Dan Informatika 

b. Bagian Kerjasama 

c. Bagian Perekonomian 

BAB VI 

TATA HUBUNGAN KERJA 

Pasal 17 

Penyelenggaraan tugas dan fungsi staf khusus dilakukan 

melalui hubungan kerja yang meliputi: 

a. Konsultatif: 

b. Kolegial: 

c. Fungsional, 

d Koordinatif: 
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(1) 

(2) 

(2) 

s fifa 

Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas dan 

profesional. 

Pasal 18 

Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 17 ayat (1) huruf a, untuk menyamakan persepsi 

dalam melaksanakan tugas-tugas staf khusus kepada 

kepala daerah dengan perangkat daerah dan lembaga- 

lembaga lainnya. 

Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) meliputi : 

a. Staf khusus memberikan pendapat secara lisan 

dan/atau analisis tertulis kepada kepala daerah terkait 

dengan tugas-tugas masing-masing staf khusus 

bersifat konsultatif. 

b. Staf khusus memperoleh data dan informasi dari 

perangkat daerah dalam penyusuanan pendapat 

maupun analisis. 

Pasal 19 

Hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 17 ayat (1) huruf b, dilakukan dalam rangka 

perencanaan, perumusan, pelaksanaan, serta evaluasi 

atas berbagai program dan kegiatan kepala daerah, 

perangkat daerah dan lembaga-lembaga lainnya. 

Hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud pada 

ayat(l) untuk: 

a. Staf khusus memberikan pendapat secara lisan 

dan/atau analisis tertulis kepada kepala daerah terkait 

dengan tugas-tugas masing-masing staf khusus secara 

bersama-sama sesama staf khusus. 

b. Staf khusus mengolah data dan informasi dari 

perangkat daerah untuk disampaikan kepada kepala 

daerah secara bersama. 
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Pasal 20 

Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 17 ayat (1) huruf c, untuk memberikan peran 

substansial dalam melaksanakan tugas staf khusus 

dengan perangkat daerah. 

Hubungan kerja fungsional dilakukan sesuai dengan 

kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas 

staf khusus dengan perangkat daerah. 

Pasal 21 

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 17 ayat (1) huruf d, dimaksudkan untuk 

pengembangan hubungan kerja dengan menumbuh 

kembangkan semangat kolegial yang sinergis, terpadu 

dalam penanganan dan penyelesaian tugas staf khusus 

dengan perangkat daerah dan lembaga-lembaga lainnya. 

Hubungan kerja koordinatif dilaksanakan untuk menjamin 

keselarasan program dan kegialan kepala daerah dengan 

perangkat daerah dan lembaga-lembaga lainnya. 

Kepala daerah dapat meminta petimbangan staf khusus 

bersama-sama perangkat daerah secara koordinatif sesuai 

tugas dan fungsi. 

Pasal 22 

Staf khusus dengan perangkat daerah yang bekerja sama 

melalui hubungan kerja melakukan observasi, penjajakan, 

kelayakan, konsultasi dan koordinasi sesuai dengan 

tugasnya. 

Staf khusus dengan perangkat daerah yang bekerja sama 

melalui hubungan kerja harus memperhatikan standar 

operasional prosedur dan berorientasi pada persyaratan 

standar pelayanan minimal. 

  

  

           



(1) 

BA: 

STANDAR KOMPETENSI 

Pasal 23 

Standar kompetensi staf khusus merupakan persyartan 

kompetensi minimal yang dimiliki oleh staf khusus dalam 

melaksanakan tugas dan fungsi. 

Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berupa persyaratan pengangkataan staf khusus. 

Persyaratan standar kompetensi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) meliput: 

&. pendidikan formal minimal! D HI sederajat, dan 

b. berpengalaman dalam bidang tugasnya — yang 

dibuktikan dengan dokumen/surai yang dikeluarkan 

oleh instansi pemerintah atau non pemerintah minimal 

3 tahun. 

Pasal 24 

Dalam rangka meningkatkan profesionalitas dan kinerja 

pelaksanaan tusas dan fungsi, staf khusus melakukan 

Peranan penpem bangat 

Pengembangan kompetensi staf khusus sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) djaksanakan untuk 

meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku 

staf khusus sesuai dengan tugas pembidangannya, 

melalui bimbingan teknis, seminar, lokakarya, diskusi 

kelompok terfokus, dan/atau forum-forum lainnya dan 

pendampingan kepala daerah. 

Pasal 25 

Mit Lan Padan aa Ra aah 

ad
 penyusunan telaahan staf paripurna (completea staf work) 

kepada kepala daerah melalui penyusunan kertas kerja 

kebijakan (policy paper) dan penyusunan ringkasan 

kebijakan (policy brief) yang berkenaan dengan masalah 

strategis pemerintahan daerah dalam rangka perumusan 

kebijakan daerah. 
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b. 

U 

21. 

penyusunan telaahan staf secara cepat sesuai hasil kaji 

tindak (action research) atas masalah sirategis mendesak 

yang dihadapi pemerintahan daerah sebagai masukan 

kepada kepala daerah dan/atau kepala organisasi 

perangkat daerah. 

penyusunan naskah akademik (academic paper) sebagai 

bahari masukan kepada kepala daerah dan/atau kepala 

organisasi perangkat daerah dalam penyusunan regulasi 

daerah. 

RA 
po Ttg 

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN 

Pasal 26 

Pengangkatan dan pemberhentian sia! khusus ditetapkan 

melalui keputusan kepala daerah. 

Pengangkatan dan pemberhentian staf khusus dalam 

bidang-bidang dilakukan setiap tahun anggaran dan dapat 

diangkat kembali atau ditentukan lain oleh kepala daerah. 

BAB IX 

PEMBIAYAAN 

ind 

Pembiayaan atas pulakmaneud: Lagi dah PANgSI  Stai 

lehngasan dibebankan ra Anuunsun Pendapatan dan 

y 

Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo. 

Staf khusus yang diangkat dalam bidang-bidang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dan melaksanakan 

tugas dan fungsinya diberikan honorarium setiap bulan 

dan fasilitas lainnya berupa sarana dan prasarana sesuai 

kemampuan keuangan daerah. 

Besaran honorarium sebagaimana dimaksud ayat (2) 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 
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BAB X 

PELAPORAN 

Pasal 28 

dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 

kanan secara tertulis kepada kepala 

Ieabar Bertatan 

BAB Xl 

KETENTUAN PENUTUP 

Dengan 

Bupati Nomor 

berlakunya Peraturan Bupati ini, 

Pasal 29 

maka Peraturan 

69 Tahun 2018 tentang Pembentukan, 

Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Tata Hubungan Kerja Dan 

Standar Kompetensi Staf Khusus Kepala Daerah (Berita Daerah 

Kabupaten Gorontalo Tahun 2018 nomor 69) dicabut dan 

cinyatakan udak berlian 

pads "ga 
PAS 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Gorontalo. 

Diundangkan di Limboto 

pada tanggal 

SEKRETARIS DA 

Pa 

HAPTJAH UV. TAYEB 

Ditetapkan di Limboto 

pada tanggal 50 Yes ber 1029 

fate GORONTALC 

£ 
L Te 

2 
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BAB X 

PELAPORAN 

Pasal 28 

Staf khusus dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 

menyampaikan laporan bulanan secara tertulis kepada kepala 

daerah yang disampaikan setiap akhir bulan berjalan. 

BAB Xx! 

KETENTUAN peni 

Pasi 

Dengan — berlakunya Peraturan Bupat ang, maka Peraturan 

Bupau Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pembentukan, 

Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Tata Hubungan Kerja Dan 

Standar Kompetensi Staf Khusus Kepala Daerah (Berita Daerah 

Kabupaten Gorontalo Tahun 2018 nomor 69) dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal! 30 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Phoanai pa na en pb naa Ma aa . bata Paha Va 
Petani Hp PP GL PN Aa Kid ii Sera Vattan 

Kabupaten Gorontalo. 

Ditetapkan di Limboto 

pasta kamen 25 DK pada tang LO Desgmb 1010 

UPATI GORONTALO 

| , P— 

2 ' , Aa t A1 LL NELSON POMALINGO 

to 

! Kronis eat ni 

pada tanepal 313 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO. 

   
JAH U. TAYEB 
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BAB X 

PELAPORAN 

Pasal 28 

Stal khusus dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 

menyampaikan laporan bulanan secara tertulis kepada kepala 

daerah yang disampaikan setiap akhir bulan berjalan. 

BAB XI 

KETENTUAN PENJTUP 

Pasal 29 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan 

Bupati Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pembentukan, 

Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Tata Hubungan Kerja Dan 

Standar Kompetensi Staf Khusus kepala Daerah (Berita Daerah 

Kabupaten Gorontalo Tahun 2018 nomor 69) dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 30 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanupal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

kabupaten Gorontalo. 

Ditetapkan di laraboto 

ptt Santika ' : Et 

FIPATI "GORONTALO, 

TA 
£ 

due R10 
1 

pranata 

NELSON POMALINGO 

Diundangkan di Limboto 

pada tanggal 

SEKRETARIS DAERAH KARUPATEN GORONTALO, 

MN 
1 t 

/ PA 
# Pa 

/ 
( HAL HFAH U. TAYEB 
0 | 
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Nomor 

Tanggal 

Hal 

LEMBAR PENGAJUAN NASKAH DINAS 

  

: 900/Bag.Umum/ &05 

2 
30 Desember 2020 

Usulan Perubahan Surat Keputusan menuniikan Staf Khusus Tahun 

Anna PU edasarkan Ieubsahban alan besenhahan Peraturan 

Bupati Nomor 1 Tanun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas 
| f 

dar Fungsi, Fata Hubungan Renja dan Slangar Kumbetensi Staf Khusus 

Kepala Daerah. 

  

  

or 
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3 | WAKIL BUPATI 

ta
 

“ Catatan : 

1 : KEPALA BAGIAN UMUM ' 

KRETARIS DAERAH 

PA maan 

PENGELOLA PARAF 

  

    

BUPATI 

  

 



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO 

SEKRETARIAT DAERAH 
JK Kol. Rauf Mo'o No. 357 Telp. 881480 — 881482, Kode Pos 96211 - Limboto 

    

TELAAHAN STAF 

Kepada Yth : Bupati Gorontalo 
Dari . Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Gorontalo 
Tanggal : 50 Desember 2020 

Nomor :. 900/Bag.Umum/ &13 

Hal . Usulan Perubahan Surat Keputusan penunjukan Staf Khusus Tahun 
Anggaran 2021 Berdasarkan Perubahan dan Penambahan 
Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Tata Hubungan Kerja dan Standar 
Kompetensi Staf Khusus Kepala Daerah 

    

O Il Dasar: 
- Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo 
Tahun 2019 Ncmor 9) 

- Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi tata kerja Sekretariat Daerah 

- Peraturan Bupati Gorontaio Nomor 17 Tahun 2019 tentang perubahan atas 

Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 6$ Tahun 2018 tentang pembentukan, 
kedudukan, tugas dan fungsi, tata hubungan kerja dan standar kompetensi Staf 

Khusus Kepala Naerah 

- Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas 
Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 69 Tahun 2018 tentang pembentukan, 

kedudukan, tugas dan fungsi, tata hubungan kerja dan standar kompetensi Staf 

Khusus Kepala Daerah 

Il. Persoalan: 
€ - Bahwa pengangkatan dan pemberhentian Staf Khusus ditetapkan berdasarkan 

Peraturan Kepala Daerah untuk kemudian di dukung oleh Surat Keputusan Kepala 

Daerah 
- Bahwa adanya penambahan dan perubahan nomenklatur beberapa bidang Staf 

Khusus Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo 
- Bahwa mengingat berakhirnya Tahun Anggaran 2020 sehingga perlu untuk 

diperbaharui lagi Surat Keputusan yana baru untuk Tahun Anggaran 2021 

II. Pra Anggapan 
Bahwa dipandang perlu untuk membuat perubahan surat keputusan sebelumnya 
untuk kemudian disesuaikan dengan nomenklatur yang ada guna ketertiban 
administrasi dalam pengangkatan Staf Khusus Kepala Daerah Kabupaten 

Gorontalo baik dari segi jumlah personil Staf Khusus maupun bidang dari masing- 

masing orang Staf Khusus tersebut. 

IV. Fakta-Fakta yang Mempengaruhi 
- Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 dan surat keputusan Bupati Gorontalo dan 

keputusan kepala dearah untuk Tahun anggaran 2020 
- Adanya penambahan jumlah Staf Khusus Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo 
- Adanya penambahan dan perubahan nomenklatur.



V. Analisis 

Dibutuhkan 12 (Dua Belas) Orang Staf Khusus yang memiliki keahlian khusus pada 
bidang: 

  

  

  

  

  

  

  

  

        

' Ho BIDANG 

aa Ta N 

» | Litigasi dan Non Litigasi — 

3 | Hubungan Kelembagaan Pemerintahan dan Komunikasi Politik | 

4 | Hubungan Kelembagaan Daerah, Pusat dan Luar Negeri 

5 | Sejarah dan Sosial Budaya 

6 | Lingkungan, Perubahan Iklim dan Mitigasi Bencana 

7 | Pendidikan dan Lapangan Kerja 

8 | Ekonomi Kreatif Kerakyatan 

“9 ' Penanganan Potensi Pemuda dan Olahraga 

Henanganan Sosial! 

| 44 | Investasi 
      

12 | Pengembangan Kepariwisataan dan Bahasa Asing 
  

VI. Kesimpulan 
Dengan berakhirnya Anggaran untuk Tahun 2020 dan memasuki Tahun Anggaran 
2021 serta adanya perubahan jumlah dan bidang Staf Khusus kepala daerah 
Kabupaten Gorontalo maka dipandang perlu untuk mengubah Surat Keputusan 
tentang penunjukan Staf Khusus Bupati Kabupaten Gorontalo. 

VII. Saran 
Apabila berkenan disarankan kiranya dapat mengangkat dan menetapkan Staf 
Khusus Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2021 dan biaya honorarium setiap 
orang Staf Khusus dimaksud dapat dibebankan pada DPA Bagian Umum Setda 
Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2021. 

Demikian Telaahan ini disampaikan, sambil mohon petunjuk pelaksanaannya 
sebelumnya diucapkan terima kasih 

Pit. KEPALA BAGIAN UMUM 
SEJDA-KABUPATEN GORONTALO   


